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ABSTRACT 

This study aims : (1) to analyze the status of coastal ecosystems, (2) to analyze factors that affect the 

quality of coastal ecosystems, and (3) to prepare the direction on spatial planning in coastal areas 

of Ambon Bay Area. 

The analytical method used in this study is the analysis of ecosystem status, principal components 

analysis, analysis of Geographic Information Systems (GIS) and analysis of dynamic systems. 

The results showed that the condition of ecosystem status damaged in 2008, whereby, the status of 

mangrove ecosystems is moderate with a density of 1100 trees/ha, the status of seagrass ecosystems 

damaged by percentage cover of 38,76%, and the status of coral reef ecosystems are damaged by the 

percentage of live coral is 42,27%. Ecosystem conditions in Ambon Bay Area is affected by land use 

on land, namely forest area and population. 

Refferral of land use planning in Ambon Bay Areas wich recommended in this study for a period of 

20 years of protected areas and cultivated areas. Protected areas is aimed at 9.480,70 ha or 41,21% 

of land area, while the allocation of space for the cultivation area is 10.416,30 ha (58,79% of land 

area). To reduce the pollutant into the waters, planned buffer zones (coastal and riverine border for 

11,69% of land area), which serves to absorb pollutants and protect the inland waters of the tidal 

influence, while still controlling the waste coming into water 

By using dynamic systems analysis, created the scenario of land use planning in Ambon Bay Area 

that integrates land and wet land. The scenario used in this study is the optimistic, pessimistic and 

moderate scenarios. The variable that is used to determine of policy scenarios spatial planning based 

on the rate of population growth is 2,5% per annum, while variable forest area of at least 30% of the 

area. Of the three scenarios, the scenario chosen for the land use planning policy in Ambon Bay 

Areas in the future is to use the moderate scenario. The simulation results moderate scenario, the 

status of coastal ecosystems is improved from the criteria of the coastal ecosystem damaged by 

coastal ecosystems index 44,44% in 2008 turned into good condition with the index of coastal 

ecosystems 88,89% in 2029 

 

Keywords: coastal ecosystems status, spatial planning of coastal area 



Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.10 No.1 

 

 

Page | 2  

 

Pendahuluan 

Sebagai ibukota Provinsi Maluku, Kota 

Ambon telah berkembang menjadi kota jasa 

dan perdagangan dan pusat aktivitas 

pemerintahan serta memiliki peran yang 

strategis baik secara nasional maupun regional. 

Kota Ambon secara nasional mempunyai 

fungsi sebagai Pusat Pelayanan Nasional 

(PKN) sebagaimana yang ditetapkan dalam PP 

No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang 

didukung dengan keberadaan Pelabuhan Laut 

Yos Sudarso tingkat pelayanan nasional (akan 

ditingkatkan menjadi pelabuhan internasional) 

serta Bandar Udara Internasional Patimura. 

Di sisi lain, Kota Ambon juga berfungsi 

sebagai sentra produksi perikanan baik untuk 

skala pelayanan regional nasional/ 

internasional, yang didukung dengan  

keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara 

(PPN), dimana semua kegiatan terpusat pada 

Kawasan Teluk Kota Ambon.  

Peningkatan kegiatan yang terjadi pada 

kawasan Teluk Ambon, akan meningkatkan 

kebutuhan lahan, mengakibatkan terjadi 

konflik pemanfaatan lahan antar berbagai 

pelaku pembangunan di Kawasan Teluk 

Ambon. Hal ini menyebabkan ketidakteraturan 

pemanfaatan lahan, sehingga berimplikasi 

terhadap kualitas perairan dan ekosistem 

pesisir (mangrove, lamun dan terumbu karang). 

Ekosistem pesisir mempunyai fungsi penting 

dalam menjaga keseimbangan lingkungan, 

yaitu (1) sebagai pelindung pantai terhadap 

gelombang, angin badai dan pasang surut; (2) 

sebagai penghasil sejumlah besar detritus; (3) 

sebagai  daerah asuhan (nursery ground), 

daerah mencari makanan (feeding ground) dan 

daerah pemijahan (spawning ground) 

bermacam biota perairan (ikan, udang dan 

kerang-kerangan) baik yang hidup di perairan 

pantai maupun lepas pantai; (4) sebagai 

mengikat sedimen dan menstabilkan substrat 

yang lunak; dan (5) sebagai cadangan sumber 

daya alam (natural stock) untuk berbagai jenis 

biota yang bernilai ekonomi penting. Oleh 

karena itu, dalam menyusun rencana tata ruang 

wilayah pesisir harus mempertimbangkan 

status ekosistem pesisir, agar dapat 

diwujudkan keseimbangan antara pemanfaatan 

lahan dengan kelestarian ekosistem. 

Metodologi Penelitian 

Lokasi wilayah penelitian mencakup 

Kawasan Teluk Kota Ambon terdiri dari TAD 

dan TAL. Secara administratif wilayah 

penelitian terdiri dari empat Kecamatan yaitu 

Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Sirimau, 

Kecamatan Teluk Ambon, dan Kecamatan 

Teluk Ambon Baguala yang terdiri dari 33 

Kelurahan/Desa dengan luas 19.900 ha dengan 

luas perairan 8.860,02 ha. 

 
Gambar 1 Wilayah Adiministrasi 

 

Pengumpulan Data  

Penelitian yang dilakukan menggunakan 

data sekunder dan data primer. Data sekunder 

dikumpulkan adalah Citra Landsat tahun 2006 

dan citra QuickBirt tahun 2007. Di samping itu, 

dikumpulkan data hasil pengukuran ekosistem 

pesisir (ekosistem mangrove, lamun dan 

terumbu karang), data hasil pengukuran 

kualitas air yang digunakan untuk  

menganalisis pengaruh kualitas air terhadap 

status ekosistem pesisir 
 

Analisis Data  

Analisis data yang dilakukan adalah 

analisis SIG mengidentifikasi pergeseran 

pemanaatan lahan saat ini terhadap kesesuaian 

dan daya dukung lahan, analisis status 

ekosistem untuk menilai status ekosistem 

pesisir,  analisis komponen utama untuk 
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mengidentifikasi faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem 

pesisir, dan analisis sistem dinamis untuk 

membuat skenario rencana tata ruang wilayah 

pesisir. 

 

Hasil Dan Pembahasan 

Status Ekosistem Pesisir 

Status ekosistem pesisir dapat dinilai 

berdasarkan pada kriteria kerusakan ekosistem 

dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

tahun 2004. Berdasarkan Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup No. 201 tahun 2004 dengan 

indikator penilaian adalah kerapatan pohon, 

status ekosistem mangrove di kawasan teluk 

termasuk dalam kriteria sedang hingga jarang, 

dengan kerapatan 780-1420 pohon/ha. Satus 

ekosistem lamun berdasarkan Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup No. 200 tahun 

2004 termasuk dalam kriteria kurang kaya atau 

kurang sehat dengan penutupan sebesar 

33,13% hingga 44,39%. Status ekosistem 

terumbu karang yang didasarkan pada 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

nomor 04 tahun 2001 tentang Kriteria baku 

kerusakan terumbu karang, status ekosistem 

terumbu karang termasuk sedang hingga baik, 

dengan tutupan karang hidup sebesar 29,4 – 

51,71%. Kondisi ekosistem kawasan teluk ini 

mengalami penurunan rata-rata sebasar 

11,23% (2003-2008). Mengacu pada status 

ekosistem mangrove, lamun dan ekosistem 

terumbu karang yang terdapat di Kawasan 

teluk Ambon, dapat diidentifikasi status 

ekosistem pesisir secara keseluruhan. Dasar 

untuk menganalisis status ekosistem pesisir 

Kawasan teluk Ambon menggunakan kriteria 

penentuan status ekosistem pesisir dengan 

menghitung indeks ekosistem pesisir. 

Berdasarkan nilai indeks ekosistem pesisir 

didapatkan bahwa status ekosistem pesisir 

Kawasan Teluk Ambon termasuk kriteria 

rusak dengan indeks ekosistem pesisir 44,44%. 

Perubahan kondisi ekosistem pesisir 

disebabkan oleh terjadinya perubahan 

pemanfaatan lahan di daratan, dimana terjadi 

penyimpangan pemanfaatan lahan terhadap 

RTRW Kota Ambon (2006-2016). 

Penyimpangan pemanfaatan lahan yang cukup 

significant mempengaruhi pada kondisi 

terumbu karang adalah konversi lahan hutan 

dan lahan pertanian  menjadi kawasan 

permukiman (kawasan terbangun). 

Berdasarkan hasil overlay yang dilakukan dari 

pemanfaaatan lahan dengan RTRW Kota 

Ambon (2006-2016), diperoleh bahwa 

penyimpangan pertanian menjadi kawasan 

terbangun adalah 95,40%. Hal ini 

mengakibatkan peningkatan sedimentasi dan 

penurunan DO di perairan, sehingga tingkat 

kekeruhan air meningkat dan akan 

mengganggu pada pertumbuhan karang.  

Hal lain yang mengancam kehidupan 

ekosistem pesisir di perairan Teluk Ambon 

adalah sampah baik sampah rumah tangga 

maupun sampah pasar. Sampah selain 

menutupi permukaan perairan, beberapa jenis 

sampah juga berpeluang mengandung bahan 

toksin yang dapat meracuni terumbu karang 

dan biota laut lainnya. Hal ini akan 

mempengaruhi aspek ekologi, aspek estetika 

untuk kegiatan pariwisata terutama diving 

(menyelam) bagi para wisatawan, sehingga 

akan dapat mengakibatkan pendapatan 

masyarakat dan pendapatan wilayah akan 

berkurang. 

Untuk mengantisipasi kerusakan 

ekosistem pesisir disusun arahan rencana tata 

ruang dengan menggunakan 3 skenario 

perencanaan, yaitu skenario optimis, moderat 

dan skenario pesimis. Hasil simulasi 

menggunakan skenario optimis, status 

ekosistem pesisir mengalami perbaikan dari 

kriteria ekosistem pesisir rusak dengan indeks 

ekosistem pesisir adalah 44,44% pada tahun 

2008 berubah menjadi kondisi baik dengan 

indeks ekosistem pesisir (IEP) adalah 88,89% 

pada tahun 2029. Hasil simulasi menggunakan 

skenario pesimis, status ekosistem pesisir 

mengalami penurunan indeks ekosistem 

pesisir (IEP) dari 44,44% pada tahun 2008 

(kriteria rusak) turun menjadi 33,33% pada 

tahun 2029 (kriteria rusak). Hasil simulasi 

skenario moderat, status ekosistem pesisir 

mengalami perbaikan dari kriteria ekosistem 

pesisir rusak dengan indeks ekosistem pesisir 

44,44% pada tahun 2008 berubah menjadi 

kondisi baik dengan indeks ekosistem pesisir 
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dengan indeks ekosistem pesisir 88,89% pada 

tahun 2029. Skenario yang dipilih untuk 

arahan kebijakan rencana tata ruang kawasan 

Teluk Ambon di masa yang akan datang 

adalah dengan menggunakan skenario moderat.  

Arahan rencana pola ruang kawasan Teluk 

Ambon yang direkomendasikan dalam 

penelitian ini untuk kurun waktu 20 tahun 

berupa kawasan lindung dan kawasan 

budidaya. Luas kawasan lindung yang 

diarahkan adalah sebesar  9.480,70 ha atau 

41,21% dari luas lahan, sedangkan alokasi 

ruang untuk kawasan budidaya adalah 

10.416,30 ha (58,79% dari luas lahan). Untuk 

mengurangi kandungan bahan pencemar 

masuk ke wilayah perairan, direncanakan zona 

penyangga (sempadan pantai dan sempadan 

sungai sebesar 11,69% dari luas lahan), yang 

berfungsi menyerap bahan pencemar perairan 

dan melindungi daratan terhadap pengaruh 

pasang surut, dengan tetap mengendalikan 

limbah yang masuk ke perairan. 
 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat yaitu: 1) Status 

ekosistem pesisir Kawasan Teluk Kota Ambon 

pada tahun 2008 termasuk dalam kriteria 

rusak; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kondisi ekosistem pesisir di Kawasan Teluk 

Kota Ambon adalah luas hutan dan jumlah 

penduduk; 3) Arahan rencana tata ruang 

wilayah pesisir di Kawasan Teluk Ambon 

adalah : (a) Arahan rencana struktur ruang 

yang diusulkan adalah : Pusat Kegiatan 

Nasional (PKN), yaitu Kecamatan Sirimau, 

dengan fungsi ditetapkan sebagai pusat 

perdagangan dan jasa skala regional dan 

nasional (didukung dengan ketersediaan 

Pelabuhan Laut Yos Sudarso dan PPN), pusat 

pemerintahan skala regional dan skala kota, 

pusat perhubungan laut; dan Pusat Kegiatan 

Lokal (PKL), mencakup Kecamatan Nusaniwe, 

Teluk Ambon dan Kecamatan Teluk Ambon 

Baguala. Fungsi ditetapkan sebagai pusat 

permukiman, perdagangan dan jasa skala lokal, 

pusat produksi perikanan dan pertanian, pusat 

pengembangan ilmu dan pengetahuan, pusat 

penelitian dan kawasan lindung. (B) Arahan 

rencana pola ruang yang direkomendasikan 

untuk meningkatkan status ekosistem pesisir 

adalah : Kawasan lindung atau kawasan 

konservasi yang diarahkan untuk 

meningkatkan status ekosistem pesisir adalah 

41,21% dari luas lahan atau 9.480,70 ha; dan 

Kawasan budidaya yang diarahkan adalah 

pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, 

perkebunan, permukiman, perdagangan dan 

jasa, industri, pariwisata (wisata pantai, wisata 

selam dan snorkling), pelabuhan serta kawasan 

bandara.  Luas yang dialokasikan untuk 

mendukung kegiatan ini adalah 10.416,30 ha 

(58,79% dari luas lahan).  

Arahan kebijakan rencana tata ruang 

Kawasan Teluk Ambon yang 

direkomendasikan adalah menggunakan 

skenario moderat, sehingga dapat 

meningkatkan status ekosistem pesisir dari 

rusak pada tahun 2008 menjadi baik pada 

tahun 2029 
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